	NOMOR
	LEMBARAN DAERAH 

KOTA BIMA
	TAHUN


RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR  :         TAHUN 2004

TENTANG  RETRIBUSI  IZIN  GANGGUAN DAN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, WALIKOTA BIMA

menimbang :
a. 
Bahwa kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan izin Berdasarkan undang-undang Gangguan atau Hinder Ordonantie Staatblad 1926 Nomor 226 di Kota Bima adalah Walikota Bima.

b. 
Bahwa dalam rangka meningkatkan volume pembangunan di Kota Bima diperlukan biaya yang terus meningkat, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan sumber - sumber pendapatan yang memungkinkan untuk dikembangkan.

c.  Bahwa untuk memenuhi hal-hal sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas dipandang perlu u8ntuk mengatur Retribusi Izin Gangguan dan Tempat Usaha dalam suatu Peraturan Daerah.

mengingat  :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

2. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staat Sblad  1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah terakhir dengan Staat Sblad 1940 Nomor 14 dan 450.

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 tambahan Lembaran Negara Nomor 3215).

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 tambahan Lembaran Negara 4048).

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor      tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26 tambahan Lembaran Negara Nomor 4188).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Dampak Lingkungan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian izin undang-undang gangguan.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang prosedur pengesahan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Kota Bima tentang Retribusi Izin Gangguan

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota yang dimaksud dengan :

a. Kota adalah Pemerintah Kota Bima.

b. Walikota adalah Walikota Bima.

c. Pemohon adalah Orang/Pribadi atau Badan Usaha yang mengajukan permohonan izin gangguan dan izin tempat usaha kepada Walikota.

d. a. Izin Gangguan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Walikota Bima kepada Orang/Pribadi atau badan usaha untuk mendirikan atau menjalankan usaha sesuai dengan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie)

b. Izin Tempat Usaha ialah izin yang dikeluarkan oleh Walikota Bima kepada Orang/Pribadi atau Badan Usaha untuk tempat kegiatan usaha/berdagang/kegiatan lain sesuai dengan Undang-Undang Gangguan (HO)

e. Kas Kota adalah Kas Pemerintah Kota Bima.

f. Retribusi adalah pungutan Kota sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus diberikan oleh Walikota terhadap izin gangguan dan izin tempat usaha kepada Orang/Pribadi atau Badan Usaha.

g. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perserroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya

h. Wajib Retribusi adalah orang/pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan Kota ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

i. Masa Retribusi adalah suatiu jangka waktu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan peruntukan penggunaan tanah dari Pemerintah Kota.

j. Surat Setoran Retribusi Kota (SSRK) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Kota atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.

k. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi kota sesuai dengan peraturan perundang-umdangan yang berlaku.

l. Surat Keterangan Retribusi Kota adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

m. Team ialah Team yang dibentuk oleh Walikota untuk memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka pemberian atau penolakan atas permohonan izin gangguan. 

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha yang diberikan oleh Walikota Bima.

Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah Izin Gangguan / Izin Tempat Usaha yang diberikan oleh Walikota Bima.

(2) Obyek Retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, yang dapat dikenakan retribusi perizinan adalah :

a. Izin Pendirian Huller

b. Izin Vulkanisir Ban

c. Izin Pangkalan Kendaraan Angkutan 

d. Izin Pangkalan BBM

e. Izin Bengkel Kendaraan Bermotor

f. Izin Gudang Penyimpanan Barang.

g. Izin Pendirian Pabrik/Perusahaan.

h. Izin Pembuatan Meubel

i. Lain-lain izin yang menurut sifat dan perkembangannya memerlukan izin gangguan dan izin tempat usaha dari Walikota Bima.

(3)
Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang mendapatkan atau memperoleh izin gangguan dari Walikota.

BAB III

LARANGAN MENJALANKAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

(1) Setiap Orang Pribadi atau Badan Usaha untuk kepentingan kegiatan usaha Berdasarkan undang-undang gangguan harus mendapat izin gangguan dari Walikota Bima.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini izin diberikan kepada orang/pribadi atau badan usaha yang memerlukan izin gangguan dari walikota Bima.

(3) Setiap Orang Pribadi atau badan usaha dilarang menjalankan kegiatan usaha Berdasarkan undang-undang gangguan sebelum mendapat atau memperoleh izin gangguan dari Walikota.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

(1) Izin berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah segala biaya izin gangguan dan tempat usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini.

(3) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Masa berakhirnya ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah :

a. Atas permohonan pemegang izin

b. Izin dicabut karena pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan melanggar ketentuan dalam izin.

Pasal 7

(1) Orang atau Badan Usaha selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin, diwajibkan mengajukan permohonan izin.

(2) Keterlambatan pengurusan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dikenakan denda sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari besarnya nilai retribusi untuk keterlambatan paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Apabila dalam jangkla waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak dilaksanakan maka izin gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dicabut.

(4) Terhadap izin gangguan yang diatur dalam peraturan Daerah ini yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dapat diajukan permohonan kembali kepada Walikota dengan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

(5) Tata cara untuk mendapatkan izin gangguan yang dicabut sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi izin gangguan adalah Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VI

PRINSIP SASARAN DAN PENETAPAN STRUKTUR RETRIBUSI DAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif  retribusi didasarkan pada tujuan menutup biaya penyelenggaraan izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

(1) Tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut :

a. Besarnya retribusi Izin Pendirian Huller, ditetapkan sebesar Rp. 4.000/PK

b. Besarnya retribusi Izin vulkanisir Ban ditetapkan sebesar Rp. 15.000/Cetakan

c. Besarnya retribusi Izin Pangkalan Kendaraan Angkutan, ditetapkan sebesar Rp. 2.500/M2

d. Besarnya Retribusi Pangkalan Bahan Bakar Minyak, ditetapkan sebesar Rp. 2.500/M2.

e. Besarnya retribusi Izin Bengkel Kendaraan Bermotor, ditetapkan sebesar Rp. 2.500/M2

f. Besarnya retribusi Izin Gudang Penyimpanan, ditetapkan sebesar Rp. 2.000/M2

g. Besarnya retribusi Izin Pendirian Pabrik/Perusahaan, ditetapkan Berdasarkan golongan perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki nilai investasi dan atau kekayaan bersih diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki nilai investasi dan atau kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

h. Besarnya retribusi Izin Pembuatan Meubel ditetapkan sebesar Rp. 2000/M2

i. Besarnya retribusi lain-lain izin yang menurut sifat dan perkembangannya memerlukan izin gangguan dan izin tempat usaha dari Walikota Bima ditetapkan sebesar Rp. 2.500/M2

(3) Orang/Pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh atau mendapatkan persrtujuan prinsip setiap izin gangguan dan tempat usaha diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 11

(1) Untuk kepentingan pengendalian, pembinaan dan pengawasan setiap orang/pribadi atau badan usaha diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang izin gangguan tiap 2 (dua) tahun sekali.

(2) Besarnya retribusi untuk pendaftaran ulang sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

WILAYAH MASA RETRIBUSI DAN TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pungutan retribusi adalah wilayah Kota Bima.

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota Bima sebagai dasar untuk menentukan besarnya retribusi terhutang.

Retribusi terhutang  dalam masa retribusi terjadi pada saat oran/pribadi atau badan usaha memperoleh izin gangguan dari Walikota Bima.

Pasal 14

Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga retribusi sebesar 2 % (dua persen)) setiap bulan dari retribusi yang terhutang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB X

PENYETORAN DAN INSENTIF

Pasal 16

Pungutan retribusi ini dilaksanakan oleh Walikota Bima atau Pejabat yang ditunjuk

Pasal 17

Seluruh hasil pungutan retribusi disetor Bruto ke kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja kecuali ditentukan lain oleh Walikota Bima atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 18

Kepada instansi pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dan realisasi penerimaan yang disetor ke Kas Daerah

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat.

BAB XII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:

a. Diterbitka surat teguran

b. Ada pengakuan hutang retribusi penagihan dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Bima.

BAB XIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 21

(1) Walikota Bima berhak melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperika wajib : 

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terhutang.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

c. Memberikan keterangan yang diperlukan

(3) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Bima 

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

1. Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan retribusi atau izin gangguan secara tehnis fungsional dilaksanakan  oleh Dinas Pendapatan Kota Bima.

2. Pembinaan dan pengawasan secara tehnis administrasi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab atas izin gangguan oleh orang/pribadiatau badan usaha.

3. Untuk kepentimngan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengambilan keputusan pemberian dan penolakan izin gangguan, Walikota dapat membentuk Tim Pemeriksa Izin Gangguan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 24

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Bima diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang retribusi

2. Wewenang penyidik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang/pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.

c. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi.

d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

e. Meminta Bantu tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.

f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.

h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

i. Menghentikan penyidikan.

j. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang terdapat didalam Peraturan Kabupaten Daerah TK. II Bima Nomor 2 Tahun 1979 tentang Izin Tempat Usaha dan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

1. Tanggung jawab tehnis operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada pada Walikota Bima atau Pejabat yang ditunjuk

2. Dinas Pendapatan Kota Bima, bertanggung jawab secara administrative atas pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaan termasuk bentuk-bentuk Izin Gangguan akan diatur lebih lanjut denga Surat Keputusan Walikota Bima.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Raba – Bima 


Pada Tanggal          Januari 2004

WALIKOTA BIMA,

 M. NUR A. LATIF

Diundangkan di Raba – Bima

Pada Tanggal                  2004

SEKRETARIS DAERAH

H. USMAN AK

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA  TAHUN 2004

NOMOR                  SERI
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 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR    15    TAHUN 2004

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

KEPADA DAERAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang 
: a. 
bahwa untuk menunjang usaha – usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, perlu didukung oleh dana yang memadai;



b. 
bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas diperlukan usaha – usaha memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan pembangunan berupa sumbangan pihak ketiga;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah  tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga.

Mengingat  
:  1. 
Undang - undang Nomor  18  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 36685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor  246, Tambahan Lembaran Negara  Nomor  4048 );

2.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah   ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3839 );

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3848 );

4. 
Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas  dari Kolusi, Korupsi dan  Nepotisme    ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3851 );

5.
Undang – undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188 );

6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 );

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom            ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

9. 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak  Daerah     ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );

10.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden   ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

12.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor );

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2003);

14.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima ( Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2003);

15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2003 tentang       Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2003).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 
: 
PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH KOTA BIMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kota Bima;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c. Kepala Daerah adalah Walikota Bima;

d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima;

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota   Bima;

f. Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan Daerah, baik berupa uang maupun barang, bergerak maupun tidak bergerak;

g. Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/Jasa.

BAB  II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PENERIMAAN 

Pasal 2

(1) Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.

(2) Sumbangan dimaksud ayat (1) pasal ini  dapat berupa :

a. Sumbangan pihak ketiga karena adanya kontrak kerjasama atas pengadaan barang/Jasa Instansi Pemerintah Kota Bima.

b. Sumbangan pihak ketiga  berupa hadiah,  Wakaf, Hibah, Donasi dan lain – lain yang serupa dengan itu.

Pasal 3

 Objek Penerimaan adalah :

1.Setiap Pemberian Kerjasama dalam bentuk kontrak kerja yang diberikan oleh Pemerintah meliputi :

a.  
Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah Kota Bima .

b. 
Pekerjaan Eksplorasi dan Exploitasi Potensi alam dan kekayaan lain milik   Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Pusat yang berlokasi di Wilayah Kota Bima.

c. 
Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa  Pemerintah Pusat dan Propinsi yang berlokasi di  wilayah Kota Bima.

 2. 
Setiap Pemberian Wakaf, Donasi, Hibah atau lain-lain yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga.

Pasal  4

Subyek Penerimaan sumbangan pihak ketiga adalah Orang Pribadi, Kelompok, Badan  dan Lembaga yang mengikat Kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Pusat  yang berlokasi di wilayah Kota Bima dan Pemberi Hadiah, Wakaf, Donasi, Hibah dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Pasal 5

Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah tidak mengurangii                 kewajiban – kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan Daerah.

BAB III

BESARNYA  PENERIMAAN SUMBANGAN

PIHAK KETIGA

Pasal 6

(1) Besarnya penerimaan sumbangan pihak ketiga karena adanya  kontrak kerjasama pengadaan Barang/ Jasa Instansi  Pemerintah dalam wilayah Kota Bima adalah 1 % ( satu porsen ) dari nilai kontrak  sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja ( SPK ).

(2) Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga yang bukan berupa perjanjian kontrak kerjasama adalah  tidak  mengikat.

BAB  IV

KETENTUAN   PENGELOLAAN /  TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 7

(1) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini yang berupa uang atau disamakan dengan uang, harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima. 

(2) Sumbangan yang berupa barang – barang bergerak maupun barang – barang yang tidak bergerak menjadi kekayaan milik  Daerah oleh karena itu dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Pemungutan sumbangan pihak ketiga dilakukan oleh Pemegang Kas/ Pembantu Pemegang Kas   / petugas  masing-masing  Dinas / Badan / Bagian Pemerintah Kota Bima dan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disetor  ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 Jam.  

(2) Sumbangan Pihak Ketiga yang bersumber bukan dari bentuk  sebuah pekerjaan kontrak kerjasama, langsung disetor ke Kas  Daerah oleh Pemberi  Sumbangan.

(3) Sumbangan Pihak Ketiga yang bersumber dari bentuk kerjasama pengadaan  Barang/Jasa  masa berlakunya adalah sesuai dengan jangka waktu  sebagaimana tercantum dalam kontrak kerjasama.

BAB V

KETENTUAN SANKSI DAN PIDANA

Pasal 9

Setiap Orang Pribadi, Badan dan Lembaga,  sesuai dengan pasal 3 ayat 1(a,b, c) tidak melakukan pembayaran tepat  waktu atau kurang membayar maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda 5 % ( lima porsen ) dari besarnya sumbangan pihak ketiga yang telah ditetapkan dan dilakukan penundaan pembayaran hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh pihak ketiga, termasuk diberlakukannya sanksi pidana sebagaimana tercantum  dalam kontrak kerja yang telah ditandatangani.

BAB  VI

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10

Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Daerah sebelum ditetapkan  Peraturan Daerah ini dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB  VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan  Walikota.

Pasal 12

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Ditetapkan di Raba Bima

Pada Tanggal  7 Juli     2004

                                                                                                     WALIKOTA  

                                                     


                    M. NUR  A. LATIF

Diundangkan di Raba Bima

Pada Tanggal   7 Juli     2004

SEKRETARIS DAERAH

 H. USMAN  AK

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN  2004

NOMOR   51  SERI 

PENJELASAN

ATAS

PERATRURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR          TAHUN 2004

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
1. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menunjang usaha – usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan Daerah perlu adanya dana pendukung dan untuk itu maka Pemerintah Daerah Kota Bima  terus berupaya menggali sumber –sumber Pendapatan Daerah.

Pasal    Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menggariskan, bahwa salah satu sumber Pendapatan Daerah adalah lain – lain pendapatan yang syah tersebut antara lain dapat berupa sumbangan dari pihak ketiga kepada Daerah.

Untuk dapat memetik manfaat bagi kepentingan Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat maka dana yang diperoleh dari sumbangan pihak ketiga tersebut haruslah dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna oleh karenanya dipandang perlu untuk mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 
: Cukup Jelas

Pasal 2 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) : Cukup Jelas

Ayat ( 3 ) 
: 
Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga kepada Daerah tidak mengurangi hak dan kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan Daerah, baik sebagai warga negara dan atau sebagai penduduk seperti misalnya membayar pajak, iuran dan retribusi.

Pasal 3 
: 
Persetujuan Dewan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 1 ) adalah persetujuan Dewan atas penetapan APBD terhadap penerimaan sumbangan pihak ketiga.

Ayat ( 2 ) 
: 
yang dimaksud pengesahan dari pihak yang berwenang adalah pengesahan dari Kepala Daerah ( Walikota).

Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 :  Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR
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